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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

HOMOR: 24 TAHUH 2005

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DEFIGA}I RAHMAT TUHAH YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

: a. bahwa dalam rangka J:engatr:ran ili dalam tcrrninal dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor tersebr:t;

b. bahwa untuk melaksanakan seba_q;aimana dimaksud pada huruf a r.
di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

: i. Undang-undang Nomor B Tahun 19E1 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI l?hun 1981

ftlomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

).. Undang-undang llomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nonror 49,
-lambahan Lembaran Negara Nomor 3aB0) ;

3. Unclanq-undang Nomor 34 'fahun 2000 tentang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar.rn Negara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor ?46, Tanrbahan Lembaran Negara

Nornor 40aB) ;

"1. tJncJanq-uncltrng Nornor 0.1 [alrun 200i t"r,ntanq Pernbentukan

Kabupaten ltlukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kar:r cli

Propinsi Bengkulu (Lenrbaran l.legara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 23, 1'ambahan Lcrnk:r;rn NrrgarJ Nonror a266) ;
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i;. Llndang-undanq Norncir 10 l-ahun 2004 tt-.ntang pembentukan

Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara

Nonror a389);

6. Undang-undang Nomor 32 -lahun 2004 tentanq pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

LJndang-Undang Nonror "13

Keuangan Antar Pemerintah

tll lahun 2004 Nomor 176,

4a-iB) ;

l-ahun 2004 tentanq Perinrbangan

Pusat dan Daerah (l.embaran Negara

Tamlrahan Lembaran Neeara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 2,.' 
-i-.lhurr 

1990 tentang penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kepad;i Daeratr 'l-ingkat I dan Daerah Tingkat II
(L.embaran Negara RI Tahun 1990 Nomor ?6, -fnmbahan

Lembaran Negara Nomor 3410) ; i.

Pt-.raturan Pemerintah Nonror 43 l-ahun 1993 tentang Prasarana

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Ri Tahun 1993 Nomor

63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2.001 tentarrg Retribusi

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan

l-ernbaran Negara Nclmor 4139) ;

lL. l)r:raturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor {]I -l-ahun 
2005

tent.?nq Struktur Orqanisasi dan -fat;: Kerla Dinas Daerah

Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RIIKYAT DAERAFI

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI TqUKOMUKO

9.

10.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ;

c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko ;

d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko ;

e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas lertentu di bidang retribusi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perserffin

komanditer/ p€rseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama+.

dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, organisasi sejenis, lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap, serta badan usaha lainnya ;

h. Retribusi las.: Usaha adalah retribusi atas jasa yanq dist-<liakan oleh Pemerintah

Daerah deng;an menganut prinsip komcrsial karena pr;rda clasarnya clapat pula

diseeliakan oleh sektor swasta ;

i. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut rertribusi adal;rh punqut.in claeralr sebagai

pembayaran atas pelayanan penyediaan temp;rt parkir r:ntr:k kendaraan penumpang

dan bis umum, ternJrat kegiatan usah;1, fasilitas lainnya di lingkunq.rn terminal yang

ciimiliki dan atau dikelola oleh Pemcrintah Dacrah, lidak ternrasuk pclayanan peron ;

j. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang m€:nunrt peraturan Jrerunclang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu lertcrntu yang merupakan hrfas rrvaktu bagi

wajib retribusi untuk nrernanfaatkan pelny.rn;rn p:cnyecliirarr f;silrta: [i.:rminul ;

l. Surat Pendaftaran Objek [tetribusi Daerah yanq selanjutrrya di:;ingkat SPdOtlD adalah

surat yanr; cliperqunakan ol€rh waiib rctribu:,i untuk melaporkan clata ubjek retribusi

dan wajib retriltir;i :;ebaqi:i chsar pcnelritLrnc;an clan perntxry;rfi!n rctritrusi yang

teruta ng menurut peraturan g: runda n-q-unclanqan rt_.tri busi daerah ;
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m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi

yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan 'Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah

Surat Keputusan yang menentukan jumtah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak

seharusnya terhutang ;

Sural Taqihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD

atau dokumen lain yanq dipersamakan, SKRDKBI clan SKflDltl yanq cliajukan oleh

wajib retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menqlumpulkan dan

mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan retribusi ; r.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ifu membuat terang

tindak pidana di bidang perpajakan dere rah clan rctriLrusi yanq terjadi serta

nrenemukan tersanqkanya.

SAB II

NAMA, OBJEK DAN SUB]EK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi -ferminal 
clipungut retribusi sebagai penrbayrrarr atas pelayanan

penyediaan tl:mpat parkir untuk kendaraan penumpanq, dan bis irrnufir, tetrnpat kegiatan

usAha, fasilitas lainny;r dr linqkunqan t.t:rminll y;rnrl rlinriliki r j;rrr ;:t;ru clikelolir oleh

Pemerrintah Daerah.

nF'

q.

f.

s.
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Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum ;

b. Penyediaan tempat kegiatan usaha ;

c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Tldak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas

terminal yang dikelola oleh perusahaan daerah atau pihak swasta.

Fasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terrminal.

BAB III
GOLONGAI{ RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi lasa Usaha.

8AB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEf{GGUNAAil ]ASA

Pasal 6

l lngkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka pemakaian fusilitas

terminal dan sarana penunjang yang ada di terminal.

BAB V

PRINSIP DAN SASAR.AN DAI.AM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi,

perawatan/pemeliharaan, asuransi, oenyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya

rutin/periodik yang berkaitan langsung denqan penyediaan jasa dan biaya administrasi

umurn yang mendukung penyediaan jasa.

*.
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal B

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka

waktu pemakaian.

(2) Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah pemunguLan ;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai

jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-

unsur tarif meliputi ;

a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per aatuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk

pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan

bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan

langsung dengan penyediaan jasa ; ;.
b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya

yang mendukung penyediaan jasa ;

c. Biaya modal yang berkaitan dengan terseclianya aktiva tetap dan lainnya yang

berjangka menengah dan panjang yang meliputi anqsuran dan bunga pinjaman,

nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset ;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan clengan penyediaan jas;r seperti bunga

atas pinjaman jangka pendek.

5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam

persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari

modal.
-o

_ (6) Struktur dan besartryii tarif sebagairnana clinraksut.J l.racirr iiy;rt ( l), (2) clan (3)

ditetapkan sebaqai benktrt :

_l j **"_-*__.T_*-__:*__:::j_:_
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No

I,

2.

3.

4.

5.

Jenis Kendaraan

Roda fO

Roda 6 Tonase di atas 10 ton

Roda 6 Tonase di bawah 10 ton

Roda 4

- lenis Engkel

- lenis T 120 55 Carry/Kijang/Panther

Roda 3 Bemo

riiii inpj

s.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

tlp 30.000,-/bulan

llp 25.000,-lbulan

Rp 15.000,-/bulan

Itp 25.000,-/bulan

ttyl 25.000,-/bulan

Rp 15.000,-/bulan

(7) Pemakaian fasilitas lainnya antara lain :

1. Kantin / Rumah Makan

?. Toko

3. Kios

4" Bengkel/Service

5. Pencucian Mobil

6. Wartel / Telepon Umum

BAB VII
WIITYAH PEMUNGUTAH

Pasal I

Retribusi yang terutanq dipungut di wilayah daerah telmpat pelayanan tasilitas terminal

diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1O

Masa retribusi pelayanan fasiltas pertokoan rJan sejenisny;r adalah jangka waktu yang

lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh [3upati.

Pasal 11

Saat rr:tribusi terutancl adal.;h pada saaf ditetr;"rkannya SKflD atau clokunren lain yang

dipersamakan.

i.
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8AB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

" (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap

sefta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyanrpaian SPdORD ditetapkan oleh

_ Bupati;

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selelah tanggal surat teguran/peringatan/surat

lain yanq sejenis, w.rjib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;

(5) Surat teguran sebagainrana dimaksucl pada ayat (1) drkeluarkan olch pejabat yang

ditunjuk.

gAB X

KEBERA"T'AN{

Pasal 1"3

(1) Wajib retribusi dapat. nierngajukan keberatan hanya kegrd.i liugrti atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB ;

(?-) Keberatan cliajukan se(,rra tertuli:; dalarn [.hhart Inrlont-.:;i;r clcnc;;rn clircrt;ri alasan-

alasarr y;rnq ;el;r.; ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan ketberatan ;itar keteta;xrn retribusi, wajib

retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketefapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lam;r 2 (dua) bulan sejak

tanggal SKRD atau dokumen lain yanq dipersamak.rn, SKRDKgT, dan SKRDLB

ditr:rbitkan kecuaii apabila wajib retribusi ti:rtentu rlapat rni::nun.yukk;rn hahwa jangka

waktu itu tidak d,:rpat dip:nuhi karena kerada;in di luar kckr-ras;anny;r ;

(5) Keberatan yancl trclak nrt,nrt--nuhr pcrsyarat;ln :,;cbaqiiim;,tr,.;i clinr.lksrrtJ p;rdl ayat (2)

dan (3) lidak diangqarp sebagai Surat Ki:bcr;:trn, st:hingga tidak dipi:dimhrngkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak mcnund;i kerwalibari rtti:mbay;rr rt:tribu:;i ci.rn pelaksanaan

penagihan retribusi.

i.
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Pasal 14

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tel.rh lewat darr

Bupati tidak rnemberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAH KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal L5

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi d.rp;rt menqajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanyai'

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka vraktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dianggap dikabulkan dan SKP.DLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1

(satu) bulan ;

(a) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagainrarra dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam waktu p.rlinql lama 2, (dua) tlulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

({,,) Apabila pcnqembalian kc[-'bilran pcntba:yarrn rttribusi dilakukan selelarfr leirrat waktu

2 (dua) bulan :e;ak diterbitkannya SKRDI-8, Bupati nrenrberikan inrbalan bunga

se [:eEar ]o/,. (cJu;i p-:r:;e n) :;ebularr irtir:-; kr:tr:rl;:nrb;itan 1x'rnbaylrarr kelebihan

retribusi ;
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Pasal 16

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi ;

b. Masa retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;

d. Alasan yang singkat dan jelas ;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran rctribusi dimmpaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti peng;iriman pos tercatat merupakan

bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusl'

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan

dengan cara pemindahbukuan jtiga berlaku sebagai buKi pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurilngan atau keringanan clan pernbebas.rn rr:tribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) denqan memperhatikan kemampuan w;ijib rctribusi antara

lain untuk menganrll;ur, karena bencana llarn c1an kerusuharr ;

(3) Tata cara pengurirn{}an, knrinqanan dan pemlxbasan rctritrusi rJiti:tapkan olch Bupati.
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BAB XVTII

K.ADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melarnpaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal saatnya terutangnya retribusi, kecuali

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluarsa pnagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila ;

a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XIX

KETENTUAil PIDAT.IA

Pasal Ztl i,
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi yanq; terutanq ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah p'elanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenlu rii lingkungarr Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikarr tindak pidana di

bidanq retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebag;aimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, nrenarri, merrgumpulkan dan menelitr ketcranqan atau laporan

berkenaan dengair ;riidak pidana cli bidang retribu..;i daerah ag;lr keterangan atau

laporan tersebut m,'njadi lengkap dan jela:, ;
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pcnyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang nieninggalkan ruanqan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; i.

h. Memotret seseocing yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

i. Memangggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu r.rntuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang cliatur clalam Undanq-Undangl Nomor fJ Tatrun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

Tahun 2OOS

k.

PERDA Kab. ft{ukomuko



8AB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai halyang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati'

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinYa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan dl Mukomuko
Desember 2OO5

OIIUKO' i'

c-.-.*.{l

YUNUS

PERPA Kab, lrluksmuko Tahun 2OO5



(1)

(2)

BAB XXI

KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraruran yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturanny;r, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menrerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di lrlukomuko
Padatanggal 27 Desember 2OO5

;.
BUPATI MUKOMUKO,

Ttcl

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukornuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARI$ DAERAH KARUPATEN MIJKOMIJK{]

Drs. $YAUKANI DAHARI
Pembinan tjtama lrtuda NlP.'01008218s

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN MUKOMUKo TAFIIJH ?OO5 NOMoIt : 24 $ERI ., C

PFRDA Kab. I4ukarnuka Tahun 2OOS




